
F.RFANOI & PARTNERS 

KANTOR HUKUM 

ERFANDI AND PARTNERS 
Alamat: Jl. Basuki Pulau Harapan RT. 07 RW 06 Cilangkap. Ciapyung Jakarta Timur 13870 

Email. erfandi20@gmail.com; 082132424299 

Jakarta, 8 Desember 2024 

Hal: Pennohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pamekasan Nomor 1438 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, Harl Kamis 

tanggal 05 Desember 2024, Pukul 0 1.00 WIB. 

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi 

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 

Jakarta Pusat 

Dengan hormat, bersama ini kami: 

Muhammad Baqir Aminatullah 1. Nama 

NIK 

Alamat 

2. Nama

NIK

Alamat

Taufadi, SH.I. 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor Urut 3. 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 dalam hal ini memberi 

kuasa kepada: 
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1. ERFANDI, SH., MH.
2. JOU HASYIM WAIMAHING, SH,. MH.
3. GUGUM RIDHO PUTRA, SH, MH.
4. ZAINI, SH. MH.
5. ABD. KHOLIS, SH. MH.

Kesemuanya adalah berprofesi sebagai Advokat/Pengacara pada Tim Bukum 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Muhammad Baqir 

Amnatullah - Taufadi, SH.I., yang beralamat di JI. Basuki Pulau Harapan 
Rt.07 /Rw.06, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kode Pos : 13870., 
alamat email jouhasyimwaimahing.advokat@gmail.com, 
erfandi20@gmail.com, , baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, 
karenanya bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa tersebut di 
atas. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon; 

Terhadap 

Komisi Pemillhan Umum. (KPU) Kabupaten Pamekasan, berkedudukan di 
Jalan Brawijaya Indah No. 34, Jungcangcang, Kecamatan Pamekasam, 
Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos. 69317. Selanjutnya 
disebut sebagai -----------------------------------------------------------Termohon; 

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi 
Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Basil Pemilihan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan dalam Pilkada Serentak 
Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Pamekasan Nomor: 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Basil 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, 
tertanggal 05 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB., yang diumumkan oleh 
Termohon/Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan pada hari 
Kamis tanggal 05 Desember 2024; 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
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Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 
sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui 
Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 
selengkapnya harus dibaca, "Perkara Perselisihan Penetapan

Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh 

Mahkamah Konstitusi". 

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati
Pamekasan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor:
1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, tertanggal 05
Desember 2024. -------------------------------------------------- (Bukti P-1);

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas,
menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara
perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Pamekasan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan
Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan
permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan
Suara Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam hal
ini KPU Kabupaten Pamekasan;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Um um Kabupaten Pamekasan
Nomor : 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak
Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB.---------
---------------------------------------------------------------- (Vide Bukti P-1 );

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor:
1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024,
pada hari Senin, 9 Desember 2024, Pukul ...... WIB.; 
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4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,
Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam
tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat ( 1) huruf b PMK nomor 3 Tahun 2024 intinya
menyatakan bahwa : Pemohon dalam perkara perselisihan hasil
pemilihan adalah : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten tersebut;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 842 Tahun
2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September
Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pamekasan Tahun 2024. ------------------------------- (Bukti P-2);

3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 843 Tahun
2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024,
Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Pamekasan Pemilihan Serentak dengan Nomor Urut 3. -----------------
---------------------------------------------------------------------- (Bukti P-3);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d UU nomor 10 Tahun 2016 Jo. UU nomor 6 Tahun 2020 untuk
selanjutnya disebut UU Pilkada, Peserta Pemilhan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah : 

Perbedaan Perolehan Suara 
Berdasarkan Penetapan 

No Jumlah Penduduk Perolehan Suara Hasil 
Pemilihan oleh KPU / KIP 
Kabupaten/ Kota 

1. � 250.000 2% 
2. > 250.000 - 500.000 1,5% 
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3. > 500.000 - 1.000.000 1% 

4. > 1.000.000 0,5% 

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pamekasan dengan jumlah penduduk 889. 798 jiiwa Juni

Tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan

suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh Termohon/KPU Kabupaten Pamekasan adalah

sebesar 572.293 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang

diperkenankan oleh pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016 antara

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak in casu

calon nomor urut 2 (dua) adalah paling banyak 1% x 572.293 suara

(total suara sah) = 5. 722,93 suara yang dibulatkan menjadi 5. 723

Suara.

7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan

calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2

adalah sebesar 27.506 suara.

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan

Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terdapat cacat prosedur dan

pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

yang akan diuraikan lebih rinci dalam pokok permohonan, adapun

pelanggaran yang dimaksud berupa:

8.1. Disebabkan adanya cacat prosedur dan pelanggaran-pelanggaran

Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilihan 

Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan melibatkan 

KPPS selaku penyelengara pemilu dilakukan secara berencana 

secara sitimatis dan meluas secara massif dimana ada banyak TPS 

yang tingkat kehadiran sampai 100 persen, padahal ada pemilih 

yang tercantum di DPT telah meninggal dunia, peristiwa tersebut 

tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) desa 

114 (seratus empat belas) TPS di Kabupaten Pamekasan,dibiarkan 

oleh KPPS sebagai penyelenggara ditingkat KPPS; 

8.2. Pelanggaran berupa ketidaknetralan penyelenggara pemilihan 

serentak di Kabupaten Pamekasan tahun 2024 dilakukan oleh 
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31 4 569 569 0 0 5 

32 
jambringin 

8 482 482 0 0 0 

33 2 594 594 0 0 1 

34 4 598 598 0 0 0 1 

35 Campor 5 593 593 0 0 1 2 

36 8 570 570 0 0 2 

37 11 550 550 0 0 0 1 

38 BujurTimur 10 577 577 0 0 0 4 
--

39 2 552 552 0 0 2 

40 3 595 595 0 0 5 7 

41 4 585 585 0 0 2 3 

42 5 568 568 0 0 0 2 

43 6 591 591 0 0 3 6 

44 7 578 578 0 0 0 

45 
Bujur tengah 

9 508 508 0 0 2 4 

46 10 510 510 0 0 0 
--

47 11 529 529 0 0 0 1 

48 12 525 525 0 0 1 1 

49 13 543 543 0 0 1 1 

50 14 525 525 0 0 3 3 

51 1 574 574 0 0 1 1 

52 
Batu Bintang 

12 586 586 0 0 0 25 

53 1 600 600 0 0 0 

54 2 593 593 0 0 2 1 

55 Batumarmar 3 562 562 0 0 8 

56 4 595 595 0 0 0 
Blaban 

57 5 599 599 0 0 0 

58 6 575 575 0 0 0 2 

59 7 572 572 0 0 0 1 

60 9 466 466 0 0 0 

61 1 587 587 0 0 0 4 

62 2 522 522 0 0 8 7 

63 4 428 428 0 0 0 

64 5 534 534 0 0 0 

65 
Bujur Barat 

6 584 584 0 0 0 2 

66 7 589 589 0 0 5 220 

67 8 593 593 0 0 13 110 

68 9 600 600 0 0 4 1 

69 Lesong Daya 1 594 594 0 0 10 3 

70 3 561 561 0 0 0 13 

71 
Lesong Laok 

4 562 562 0 0 3 

72 Bangsereh 1 599 599 0 0 0 

ATAU: 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 
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